
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

NOMOR : 198/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN

MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas

penyelenggaraan di tingkat Kelurahan/Desa pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu

mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia

Pemungutan Suara Kelurahan Bontoa Kecamatan

Mandai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan

Bontoa Kecamatan Mandai pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Maros tahun 2020.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/maros/

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/maros/


dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara,dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nmor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
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Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan

Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non

Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ((Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni

2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun

2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

Nomor 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15

Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Maros Lanjutan Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 279/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dn Kegiatan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Indepeden Pemilihan Aceh dan Komisi
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Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Taun Anggaran

2020 Revisi ke-II;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor: 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Per

ubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang

Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran

Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Maros Nomor : 91/PP.04.2-BA/Kab/XI/2020 tanggal 3

September 2020 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW)

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan

Bontoa Kecamatan Mandai pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Maros tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BONTOA
KECAMATAN MANDAI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAROS TAHUN 2020;

KESATU : Memberhentikan Saudari Bulan Rahayu dan mengangkat

Saudara A. Arga Adhy Pratama sebagai Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bontoa Kecamatan

Mandai;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 di tingkat

Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros

Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 5 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS,

ttd

                          
                              SAMSU RIZAL
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